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Abstrak 

Jurnal ini membahas mengenai posisi kode etik KPK dalam pelayanan pajak di Indonesia. Jurnal ini 
dimaksudkan agar baik penulis maupun pembaca dapat memahami lebih dalam mengenai bagaimana 
seharusnya sikap yang dilakukan Komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam menghadapi kasus 
korupsi khususnya dalam pelayanan pajak. Jurnal ini ditulis dengan metode studi kepustakaan atau 
library research, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis referensi atau sumber-sumber tertulis 
dengan cara penyajian yang deskriptif, dengan maksud agar penulis dapat menggambarkan secara jelas 
posisi kode etik KPK dalam pelayanan pajak. Komisi Pemberantas Korupsi adalah suatu badan 
independen yang bertugas dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia. namun, pada dasarnya 
setiap Lembaga memiliki tata caranya masing-masing dalam menegakan kebenaran, khususnya Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugasnya untuk mengatasi tindak pidana korupsi 
dalam pelayanan pajak. Pada prinsipnya tata cara Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dalam 
mengatasi tindak pidana korupsi juga dapat menjadi salah satu pencegahan terhadap tindak pidana 
korupsi yang akan terjadi di masa yang akan dating. 

Kata Kunci: Kode Etik, Komisi Pemberantas Korupsi, Pelayanan Pajak, Korupsi 

 
Abstract 

The place of the KPK code of ethics in Indonesian tax services is covered in this publication. The goal of this 
magazine is to provide readers and writers with a deeper understanding of the proper approach that the 
Corruption Eradication Commission (KPK) should take when handling corruption cases, particularly those 
involving tax services. In order to properly explain the stance of the KPK's code of ethics in tax services, the 
author of this journal used the library research approach, which entails reading, evaluating, and presenting 
textual sources with a descriptive presentation. The independent Corruption Eradication Commission is in 
charge of eliminating corruption in Indonesia. But in general, every organisation has its own protocols for 
maintaining the truth; this is particularly true of the Corruption Eradication Commission (KPK), which 
performs its mandate to combat criminal acts of corruption in the tax services industry. The protocols 
implemented by the Corruption Eradication Commission (KPK) to combat corrupt practices can, in theory, 
also serve as a deterrent against future corrupt practices. 
Keywords: Corruption Eradication Commission, Corruption Eradication Commission, Tax Services, 
Corruption 
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PENDAHULUAN 

Salah satu inisiatif pemerintah untuk memberantas korupsi di Indonesia adalah Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantas Korupsi merupakan suatu lembaga yang 
tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan manapun karena bersifat independen. Biasanya 
korupsi dilakukan oleh pejabat tinggi yang mempergunakan kekuasaannya sebagai alat untuk 
menguntungkan diri sendiri, Akibatnya diperlukan organisasi yang tidak memihak seperti KPK. 
KPK memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan tanggung jawabnya karena kebal 
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terhadap pengaruh luar dari cabang eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Tidak hanya merugikan 
perekonomian negara, korupsi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah dan lembaga hukum yang ada. Pada akhirnya hal ini jugalah yang akan membuat 
rakyat Indonesia enggan untuk membayar pajak yang notabenenya adalah pendapatan 
terbesar suatu negara, mengetahui pada akhirnya uang yang mereka berikan kepada negara 
guna membiayai anggaran penyelenggaraan negara, pelayanan umum, dan pembangunan 
nasional telah masuk ke kantong para oknum pejabat negara secara pribadi. Dalam 
menjalankan tugasnya Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tanggung jawab yang besar 
untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik. Oleh sebab itu, Komisi Pemberantasan Korupsi 
memerlukan dukungan tenaga profesional yang besar untuk mengelola lembaga ini menjadi 
ujung tombak dalam memberantas korupsi di Indonesia. Selain itu, untuk mendukung visi misi 
KPK dalam menjalankan tugasnya diperlukan norma-norma yang dapat digunakan sebagai 
pegangan para pegawai KPK. Norma KPK atau yang kadang-kadang disebut sebagai kode etik 
KPK terlampir dalam Peraturan Komisi Pemberantasan korupsi Nomor 7 Tahun 2013 tentang 
Nilai-nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku komisi pemberantasan korupsi 
(KPK). Pada pasalnya dijelaskan mengenai prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang seharusnya 
dimiliki seluruh pegawai KPK dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberantas korupsi yang 
meliputi 5 pilar utama yaitu Religiusitas, integritas, keadilan, profesionalisme, dan 
kepemimpinan. Dengan demikian, cara KPK dalam bersikap dalam menangani tindak korupsi 
yang terjadi khususnya dalam pelayanan pajak perlu lebih diperhatikan. Sikap yang salah 
dalam menangani tindak korupsi dapat membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah akan berkurang. Hal tersebut dapat berdampak besar hingga menyebabkan 
masyarakat enggan untuk membayar pajak karena merasa uang yang mereka berikan akan 
jatuh kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 
menggali lebih mendalam mengenai kode etik KPK dalam bersikap terhadap penyimpangan 
yang terjadi di dalam pelayanan pajak khususnya pada kasus Rafael Alun Trisambodo. 
 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah dijelaskan, penulis merumuskan 
rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu: 
1. Bagaimana keberlakuan peraturan Dewan Pengawas KPK dalam penegakan pelayanan 

perpajakan? 

2. Bagaimana penerapan Kode Etik KPK dalam kasus Rafael Alun Trisambodo? 

 
METODE PENELITIAN 

Penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan Kepustakaan atau library research dalam 
membuatnya, yang memerlukan pemeriksaan dan evaluasi sumber tertulis, termasuk buku, 
jurnal, dan dokumen lainnya, untuk mengumpulkan dan memberikan pemahaman menyeluruh 
tentang penulisan yang dilakukan. UUD Republik Indonesia 1945 adalah salah satu sumber 
primer yang digunakan, dan buku-buku teori yang ditulis oleh para profesional adalah contoh 
sumber sekunder. Selanjutnya, analisis dalam artikel ini akan bersifat deskriptif, 
memungkinkan penulis untuk menjelaskan posisi kode etik KPK di industri pelayanan pajak. 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Keberlakuan Peraturan Dewan Pengawas KPK Dalam Penegakan Pelayanan Pajak 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah lembaga independen yang tidak terpengaruh 
oleh pihak luar dalam menjalankan tugasnya, termasuk pemberantasan korupsi. Seperti yang 
diketahui semua orang, korupsi sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara 
yang disengaja oleh individu atau korporasi. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang 



JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology 
E-ISSN: 3032-2758 P-ISSN: 3032-3495 

Vol. 2 No. 1 Januari 2025 
 

 
Jeremy Nathanael, dkk. – Universitas Tarumanagara 146 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK bertugas menjalankan 
mandatnya, yang meliputi koordinasi dengan lembaga pemerintah lain yang berwenang 
memberantas korupsi, mengawasi lembaga yang bertugas memberantas korupsi, menyelidiki 
korupsi, mengadili individu yang korup, mengambil tindakan pencegahan, dan mengawasi 
administrasi negara. Sementara itu, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, struktur 
organisasi, metode kerja, peran, wewenang, dan keanggotaan semuanya diatur oleh undang-
undang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar, seluruh pekerja dalam KPK 
yang terdiri dari pimpinan, pengawas, dan pegawai memerlukan sebuah pedoman khusus 
berupa kode etik yang dapat mengarahkan mereka untuk memiliki motivasi, sikap dan perilaku 
yang terarah. Kode Etik adalah standar dan pedoman yang dianut oleh kelompok tertentu 
sebagai landasan perilaku atau sebagai alat kontrol sosial agar tidak mengganggu pihak lain. 

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 
tentang Nilai-Nilai Pokok Pribadi, Kode Etik, dan Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi 
mengatur kode etik Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraturan ini berlaku untuk seluruh 
anggota tenaga kerja KPK, termasuk pimpinan, penasihat, dan karyawan. Dalam peraturan kode 
etik KPK ini dijelaskan bahwa untuk mencapai visi dan misi yang sudah ada, Dibutuhkan tenaga 
kerja, komitmen, dan tanggung jawab yang sejati bagi masyarakat untuk memenuhi tanggung 
jawabnya sebagai karyawan KPK. Seluruh karyawan KPK dituntut untuk menjunjung tinggi 
lima nilai dasar dalam menjalankan pekerjaannya, yakni keadilan, profesionalisme, 
profesionalisme, religiusitas, dan kepemimpinan. Nilai-nilai tersebut menggantikan tujuh nilai 
dasar yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 05.P.KPK 
Tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu profesionalisme, 
inovasi, transparansi, produktivitas, religiusitas, dan kepemimpinan. 
1. Religiusitas. Merupakan prinsip spiritual atau keyakinan agama yang diterima sebagai benar 

atas dasar kepercayaan. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya bahwa Sang 
Pencipta mengawasi semua yang kita lakukan, bekerja dengan tulus dan tulus, memiliki sikap 
saling menghormati, dan menumbuhkan lingkungan kerja yang positif adalah semua 
komponen religiusitas. 

2. Integritas. Merupakan cara berpikir, berbicara, dan melakukan yang kohesif yang tidak 
menyimpang dari norma-norma yang ditetapkan. Seseorang dapat mencirikan seseorang 
sebagai orang yang memiliki integritas jika mereka menjunjung tinggi hukum, secara 
konsisten menghargai kebenaran, tidak korup, jujur, berbudi luhur, baik hati, dapat 
dipercaya, dan disukai. 

3. Keadilan. Merupakan kesepakatan di mana hal-hal ditempatkan di tempat yang tepat dan hal-
hal yang menjadi milik mereka diberikan untuk menyeimbangkan kepentingan para pihak. 

Misalnya, dengan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada setiap orang. 
Menghormati praduga tidak bersalah, kesetaraan di depan hukum, dan kejelasan hukum 
adalah beberapa komponen keadilan. 

4. Profesionalisme. Merupakan kapasitas, pengetahuan, bakat, dan komitmen terhadap 
pekerjaan seseorang yang memungkinkan seseorang untuk melaksanakan tanggung 
jawabnya dengan cara yang secara akurat mencerminkan ilmu yang telah dipelajarinya. 

Unsur dari profesionalisme adalah Memiliki dan mempertahankan keahlian di bidangnya, 
mengikuti hukum, bertindak tidak memihak, mandiri, dan serius dalam menjalankan 
tanggung jawabnya, serta bertanggung jawab, rajin, kreatif, dan pekerja keras. 

5. Kepemimpinan. Merupakan kapasitas seseorang untuk menginspirasi orang lain di 
sekitarnya untuk bekerja menuju tujuan yang ditetapkan dan keberanian mereka dalam 
mengambil risiko yang diperhitungkan agar dapat dimintai pertanggungjawaban atas 
tindakan mereka. Berfokus pada pelayanan, kesetaraan, memberi contoh, mendorong 
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perubahan, dan memiliki kemampuan persuasif untuk membujuk orang lain untuk bertindak 
dengan cara yang memajukan tujuan adalah contoh sifat kepemimpinan. 

 
Penerapan Kode Etik dalam Kasus Rafael Alun Trisambodo 

Hakim telah menetapkan bahwa Rafael Alun Trisambodo, mantan pegawai Direktorat 

Jenderal Pajak, melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan menerima gratifikasi 
melalui PT ARME senilai Rp 10 miliar. Rafael Alun Trisambodo sebelumnya telah disidik KPK 
hingga akhirnya hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menyatakan dia 
bersalah dan menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Tidak hanya itu, 
berdasarkan keterangan website resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rafael Alun 
Trisambodo juga telah menyetorkan Rp 40,1 Miliar melalui KPK ke kas negara sebagai uang 
pengganti hasil dari gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah dilakukannya. 
Dan diketahui pula bahwasanya Rafael Alun Trisambodo melanggar Kode Etik KPK dengan 
menerima gratifikasi dan terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU). Lebih khusus 
lagi, Rafael Alun Trisambodo melanggar integritas dan profesionalisme yang melekat pada 
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang 
Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Prinsip integritas yang dilanggar oleh Rafael Alun Trisambodo yang ada dalam kode etik 
KPK disebabkan karena Rafael Alun Trisambodo telah menyalahgunakan jabatan dan 
kewenangannya sebagai Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan penerimaan gratifikasi 
dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, prinsip integritas yang dilanggar oleh 
Rafael Alun Trisambodo juga berhubungan dengan dirinya yang sudah pasti tidak melaporkan 
harta kekayaannya sebenar-benarnya sesuai dengan undang-undang. Rafael Alun Trisambodo 
juga sudah melakukan penyelewengan terhadap komitmen dan loyalitasnya sebagai pegawai 
pajak dengan melakukan sesuatu yang menguntungkan kepentingan pribadinya. Selanjutnya 
dikatakan bahwa Rafael Alun Trisambodo telah melanggar prinsip Profesionalisme yang ada 
pada kode etik KPK karena Rafael Alun Trisambodo telah tidak patuh dan konsisten terhadap 
kebijakan dasar pegawai pelayan pajak. Rafael Alun Trisambodo juga tidak menunjukan pola 
hidup yang sederhana, dibuktikan dengan barang-barang yang dirampas oleh KPK darinya yang 
terdiri dari 4 unit Handphone, Luxury goods sebanyak 32 unit, 2 paket perhiasan, 9 unit 
kendaraan, serta 13 titik bangunan dan/atau tanah di Jakarta dan Sulawesi utara. 
 
KESIMPULAN 

Pengaturan kode etik yang jelas dalam suatu lembaga sangatlah diperlukan karena kode 
etik lah yang menentukan bagaimana seharusnya para anggota bersikap dan berperilaku dalam 
menjalankan tugasnya sebagai seseorang yang tergabung didalamnya. Kode etik juga 
memberikan arahan bagi seseorang yang tergabung di dalam suatu lembaga tertentu dalam hal 
pengambilan keputusan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan dengan cara yang benar. 
Seperti dalam kasus Rafael Alun Trisambodo yang telah disinggung sebelumnya, kode etik kpk 
dapat digunakan sebagai tolak ukur seberapa besar kesalahan yang telah diperbuat oleh sang 
mantan direktorat jenderal pajak tersebut, dengan melakukan gratifikasi dan tindak pencucian 
uang. Oleh karena itu pembuatan kode etik sangatlah membutuhkan perhatian khusus karena 
kode etik dapat menentukan bagaimana suatu Lembaga dapat berjalan selayaknya dan juga 
dapat berjalan sesuai dengan visi misi yang ada. 
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